Organisasi PPID @

= Pimpinan Badan Publi
= Atasan PPID

ATASAN
PPID



Definisi @

DISKOMINFO

=  Pimpinan Badan Publik
=  Pejabat Publik sebagai pimpinan Lembaga/Kementerian/Daerah
=  Dalam lingkup Pemerintah Kota adalah Walikota Bandar Lampung

= Atasan PPID

=  Atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
=  Dalam Lingkup Pemerintah Kota dijabat oleh Sekda Kota Bandar Lampung

* PPID

=  Pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan/atau pelayanan informasi
3 Ealam Lingkup Pemerintah Kota dijabat oleh Kadis KOMINFO Kota Bandar
ampung

= Pejabat Fungsional PID

= Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PPID
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DISKOMINFO

- |DASAR HUKUM

= PERWALI No. 260/1V.31/HK/2013 tentang PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG

= PERWALI No. 32 Tahun 2013 tentang PEDOMAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG



& PERWALI No. 260/IV.31/HK/2013 @

= Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Daerah Pemerintah Kota Bandar

Lampung
= Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandar Lampung

= Tugas dan Tanggung Jawab



&) PERWALI No. 32/2013 @

= Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung

= Berisi penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan,
pengklasifikasian, pendokumentasian, pelayanan dan
pelaporan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah
Kota Bandar Lampung
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o Implementasi UU KIP

0 Pengelolaan Informasi Publik
o Pelayanan Informasi Publik
0 Sengketa Informasi
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Pengelolaan Informasi

c

DISKOMINFO

JENIS INFORMASI

- JANGKA WAKle

DAFTAR
INFORMASI
PUBLIK —




Pengelolaan Informasi
-\ e ——

«Informasi Publik maupun Informasi Yang Dikecualikan
«Informasi yang Sudah Dilakukan,Sedang Dilakukan Maupun Yang Direncanakan

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI

«Informasi Publik maupun Informasi Yang Dikecualikan
«Informasi yang Sudah Dilakukan,Sedang Dilakukan Maupun Yang Direncanakan

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

«Informasi Publik (Berkala, Serta Merta dan Setiap Saat)
*Informasi Yang Dikecualikan

DOKUMENTASI DAN ARSIP

*Mengirimkan Hasil Pengelolaan Informasi berupa DATA kepada Pusat Data PPID
PEMKOT & PPID SKPD




Pengelolaan Informasi

DESKRIPSI INFORMASI

+Setiap Satuan Kerja di Bawah PPID PEMKOT dan PPID SKPD Membuat Ringkasan
Untuk Tiap Jenis Informasi

fVERIFIKASI DAN OTENTIKASI INFORMASI

*Tiap Informasi Diverifikasi Sesuai dengan Jenis Kegiatannya
Tiap Informasi Divalidasi Keasliannya

PENG-KODE-AN INFORMASI

«Informasi diberikan kode klasifikasi berupa huruf dan angka untuk pencarian
informasi dan dokumentasi lebih mudah

PENATAAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI

«Penataan Arsip Informasi dan Dokumentasi secara Sistematis agar Mudah dalam
Pelayanan Informasi




SOP Pengelolaan Informasi ..2..

BID. PENGELOLA INFORMASI MENGIRIMKAN
INFORMASI YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN KE

1D, DOKUENTAS| PAN ARSI WAJIB TERSEDIA
MINIMAL TIAP
BID. DOKUMENTASI DAN ARSIP 6 (ENAM) BULAN

MEMVERIFIKASI & MEMVALIDASI
INFORMASI YANG DITERIMA

BIDANG PELAYANAN INFORMASI
MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI YANG
TELAH DIVERIFIKASI & DIVALIDASI




Pelayanan Informasi

PERMINTAAN
DITOLAK

PENCATATAN PEMBERIAN '
DATA TANDA BUKTI PROSES
PIIESEAOORHN?:IS?N PEMOHON & PENERIMAAN JAWABA
PENGGUNA PERMINTAAN _ N
INFORMASI INFORMASI
PERMINTAAN
P A NG AMBAT4-HAR— DITERIMA

* PERPANJANGAN MAKS. 7
HARI

__(DISERTAI AL ASAN)




SOP Pelayanan Informasi ..

BIDANG PELAYANAN INFORMASI
+ MENERIMA & MENCATAT DATA PEMOHON
+ MEMBERIKAN TANDA BUKTI
+ MEMVERIFIKASI PENGUASAAN INFORMASI

PEMOHON INFORMASI

VIE IVLID A 1N DRIVIA

BIDANG PELAYANAN INFORMASI
+ MEMINTA DATA KEPADA BID. DOK &
ARSIP

BID. DOKUMENTASI DAN ARSIP
+ MEMVERIFIKASI KETERSEDIAAN DATA

—vtermimteriformasT PADA DATABASE YANG DIMILIKI
dari Satker yang
Mengtese: BID. DOKUMENTASI DAN ARSIP

+ MENYEDIAKAN INFORMASI YANG

BIDANG PELAYANAN INFORMASI
+ MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIMINTA
+ MENCATAT PELAYANAN YANG DIBERIKAN



Sengketa Informasi 2.

PERMOHONAN
INFORMASI KE

PENGAJUAN
KEBERATAN KEPADA

MAKS.
10 + 7 HARI

MAKS. 30 HARI

SENGKETA MAKS ATASAN PPID
INFORMASI KE 30 HAR.I
MAKS. 14 HARI OMISI INFORMAS

MEMULAI MEDIASI/ MAKS. 100
AJUDIKASI HARI KERJA

PROSES MEDIASI/

AJUDIKASI
MAKS. 14 HARI

KASASI KE

AT GUGATAN KE

PTUN/PN

MAKS. PROSES SIDANG
14 HARI GUGATAN
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DISKOMINFO

- |PPID PEMKOT & PPID SKPD

n Organisasi PID Pemkot Bandar Lampung
o Tupoksi PPID PEMKOT

o Tupoksi TPID PEMKOT

o Stuktur PPID SKPD

o Tupoksi PPID SKPD



Organisasi PPID Pemkot Bandar Lampung EC’

DISKOMINFO

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bandar terdiri dari :

o Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandar
Lampung (PPID PEMKOT);

o Tim Pertimbangan Informasi Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung
(TPID PEMKOT);

o Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (PPID SKPD).



TUPOKSI PPID PEMKOT @

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan
informasi;

2. Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku;

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana melalui
website PPID Kota Bandar Lampung;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

5. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu
Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;

6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;



TUPOKSI PPID PEMKOT @

/. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi,
pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID
SKPD;

8. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara
sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta
kategori informasi;

9. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa
informasi publik.

10. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;



TUPOKSI PPID PEMKOT @

11. Meminta dan memperoleh informasi dari PPID SKPD;

12. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama dengan seluruh
PPID SKPD dan/atau Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang menjadi cakupan kerjanya;

13. Dalam melaksanakan tugasnya PPID PEMKOT dibantu oleh Pejabat

Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandar
Lampung (PFPID PEMKOT).



TUPOKSI TPID PEMKOT @

1. Membahas dan menetapkan klasifikasi jenis informasi publik yang wajib
disediakan secara berkala, serta-merta dan setiap saat, serta jenis
informasi yang dikecualikan;

2. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan masalah pengaduan
keberatan dan sengketa informasi, berkoordinasi dengan PPID PEMKOT
dan Atasan PPID SKPD:;

3. Pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi;
4. Menyempurnakan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini.



Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Daerah di Lingkungan Pemkot Bandar

PEMBINA J

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

[ ATASAN PPID PEMKOT J

SEKDA KOTA BANDAR LAMPUNG

ATASAN PPID SKPD
+ INSPEKTUR,
. SEKRETARIS DPRD KOTA
+ CAMAT
|

PPID SKPD I

+ SEKR. INSPEKTORAT/BADAN /|
DINAS/KECAMATAN

+ KABAG HUMAS SET. DPRD KOTA

« KASUBBAG UMUM & KEPEG.

N

=T

TPID PEMKOT
INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG
ASISTEN | SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG ("
ASISTEN Il SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG

ASISTEN lll SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG
ASISTEN IV SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG

\,

PPID PEMKOT T

KADIS KOMINFO

KOTA BANDAR LAMPUNG
T —

-

—

J

PJ FUNGSIONAL PID

PEMKOT BANDAR LAMPUNG

/

Organisasi [

| | |
PJ FUNGSIONAL PID SKPD J — — — —— —
I DAN UMUM e gy b SENGKETA INFORMASI
| 1
PRANATA PRANATA PRANATA
[ KOMPUTER ] [ HUMAS ] [ DOK. & ARSIP ] KETERANGAN
Garis hirarki

Garis koordinasi :




& TUPOKSI PPID SKPD ¢

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan
informasi;

2. Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku;

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana melalui
Website masing-masing SKPD;

4. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu
Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;

5. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;



TUPOKSI PPID SKPD @

Membantu PPID PEMKOT dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,;

7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID PEMKOT secara
berkala dan sesuai kebutuhan;

8. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi
untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

9. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID PEMKOT dan
TPID PEMKOT;

10. Dalam melaksanakan tugasnya PPID SKPD dibantu oleh Pejabat Fungsional
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing lingkup SKPD
(PFPID SKPD).



Struktur PPID SKPD

DISKOMINFO

-
N
TPID PEMKOT ATASAN PPID SKPD
1. INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG + INSPEKTUR,
2. ASISTEN | SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG - . KA. BADAN/DINAS/KANTOR PPID PEMKOT
3. ASISTEN Il SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG . SEKRETARIS DPRD KOTA KADIS KOMINFO KOTA BANDAR
4. ASISTEN Il SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG | - camat LAMPUNG
5. ASISTEN IV SETDA KOTA BANDAR LAMPUNG I I
1
~, 1
-, 1
PPID SKPD |
. SEKR. INSPEKTORAT/BADAN/ |
DINAS/KECAMATAN
. KABAG HUMAS SET. DPRD KOTA
. KASUBBAG UMUM & KEPEG.
\
KETERANGAN PJ FUNGSIONAL PID
SKPD
Gairis hirarki
Garis koordinasi : ============ PRANATA PRANATA PRANATA
KOMPUTER HUMAS DOK. & ARSIP
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DISKOMINFO

- PENGELOLAAN & PELAYANAN PPID PEMKOT

o Prinsip Penyediaan Informasi Publik
o Rencana Pelayanan PPID PEMKOT
o Sistem Informasi PPID



Prinsip Penyediaan Informasi Publik @

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan (Pasal 7 UU KIP)

Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 UU KIP)

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi
(Pasal 12 UU KIP)

Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem
penyediaanlayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar (Pasal
13 UU KIP)

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip
cepat, tepat waktu, dan biaya ringan (Pasal 21 UU KIP)



Rencana Pelayanan PPID PEMKOT 6

o Display Information

a




Sistem Informasi PPID @

Capaian Pelaksanaan oleh DISKOMINFO :

o Pembangunan website Pemerintah Kota Bandar Lampung
o Pembangunan Aplikasi Webmaill

o Penyediaan Front Office PPID Pemkot Bandar Lampung

o Penyediaan Ruang Media Center

o Penyediaan Ruang Data Center

o Penyediaan Newsroom (pengolahan Informasi dan
Dokumentasi)




Inovasi Sistem Pelayanan PPID

Menyediakan HotLine Call Center Pengaduan Masyarakat ( Call Center
Wali Kota Bandar Lampung/ Hallo Bunda di Nomor 08117959500

Pembangunan Website Hallo Bunda

Menyiapkan Formulir Permintaan Informasi Secara Digitalis
Menyiapkan Data Statistik Sektoral Kota Bandar Lampung Tahun 2003
Penyediaan Fasilitas Video Conference

Menyiapkan nomor - nomor penting : Layanan Tangki Air Bersih
082180992105 - 07216016451

Layanan Mobil Ambulan & Mobil Ambulan Jenasah Gratis 0822 7822 1400
Layanan Pemadam Kebakaran 0721252741



Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

LAKI-LAKI

B PEREMPUAN

(%

DISKOMINFO

STATISTIK SEKTORAL KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

NO |KECAMATAN LAKI-LAKI |PERSENTASE |PEREMPUAN PERSENTASE
1/ KEDATON 26381 50,27% 26094 49,73%
2|SUKARAME 33785 50,65% 32918 49,35%
3|TANJUNG KARANG BARAT 31719 50,55% 31026 49,45%
4/PANJANG 38119 51,04% 36568 48,96%
5/TANJUNG KARANG TIMUR 19520 50,46% 19165 49,54%
6/ TANJUNG KARANG PUSAT 25726 50,76% 24960 49,24%
7/ TELUKBETUNG SELATAN 19982 50,64% 19478 49,36%
8/ TELUKBETUNG BARAT 19603 51,50% 18461 48,50%
9| TELUKBETUNG UTARA 25465 50,42% 25039 49,58%

10 RAJABASA 27966 50,84% 27039 49,16%
11 TANJUNG SENANG 30857 50,26% 30533 49,74%
12| SUKABUMI 36792 50,97% 35398 49,03%
13 KEMILING 42906 50,53% 42005 49,47%
14 LABUHAN RATU 24068 50,23% 23846 49,77%
15/ WAY HALIM 34231 50,35% 33755 49,65%
16 LANGKAPURA 21471 50,52% 21032 49,48%
17 ENGGAL 12774 49,46% 13054 50,54%
18 KEDAMAIAN 26856 50,48% 26348 49,52%
19| TELUK BETUNG TIMUR 25575 51,50% 24084 48,50%
20/BUMI WARAS 29979 51,38% 28370 48,62%

JUMLAH 553775 50,67% 539173 49,33%

Sumber : Dinas Kependudikan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2023



Media Informasi PPID

Link Web Kota Bandar Lampung
https://bandarlampungkota.go.id/#

Link Web PPID
https://ppid.bandarlampungkota.qgo.id

Media Sosial Kominfo

Web
www.diskominfo.bandarlampung.go.id
Facebook : Diskominfo Bandarlampung
Twitter . kominfoblampung

Youtube : kominfobandarlampung
Instagram  : kominfobandarlampung

DISKOMINFO



https://bandarlampungkota.go.id/
https://ppid.bandarlampungkota.go.id/
http://www.diskominfo.bandarlampung.go.id/

TERIMA KASIH

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

JL. P. Diponogoro NO. 6, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212

BANDAR LAMPUNG
WWW.BANDARLAMPUNGKOTA.GO.ID


http://www.bandarlampungkota.go.id/
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